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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib
dan Penilaian Kesesuaian merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian pada Tahun Anggaran 201 9. Laporan Kinerja
Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun ke lima Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019.
Penyusunan Laporan Kinerja  Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar
Wajib dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjia n Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka
BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun
2015-2019.

Pada tahun 201 9, Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib
dan Penilaian Kesesuaian sebagai bagian dari  Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian bertekad melaksanakan Reformasi
Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area
perubahan untuk member ikan keyakinan yang memadai bahwa program -
program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu,
Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
juga telah melakukan perubahan sasaran dal am rangka menyelaraskan
terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015 -2019.

Laporan Kinerja Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja
Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara
lebih optimal.

Jakarta, Januari 20 20

Kepala Subdirektorat Sistem
Pemberlakuan  Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian

Arini Widyastuti
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RINGKASAN EKSEKUTIF

— |

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 telah menetapkan 2 (dua ) sasaran dengan
6 (enam ) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan
perwujud an pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional
yang diamanatkan kepada Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar
Wajib dan Penilaian Kesesuaian

Subdirektorat Sistem
tahun 201 9 menurut

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja
Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
Sasaran:

Tabel I. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 201 9

Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Cap:i/"an %)
Internal Process Perspectives
1. Men ingkatkan 1. Jumlah rancangan peraturan tata
sistem cara pemberlakuan standar wajib 1 dokumen | 1 dokumen 100 %
pemberlakuan dan penilaian kesesuaian
standar wajib 2. Persentase rancangan regulasi teknis
dan penilaian yang memenuhi Pedoman GRP o . .
kesesuaian termasuk analisis dampak regulasi 100 % 100 % 100 %
(Regulatory Impact Assessment/RIA)
3. Persentase pemenuhan
pembahasan regulasi teknis yang 100 % 100% 100%
difasilitasi
Rata-rata capaian Sasaran 1 100%
2. Memastikan 4. Persentase permintaan layanan
terakomodasinya notifikasi regulasi teknis dapat 100 % 100% 100%
kepentingan ditangani
Indonesia di 5. Persentase pertanyaan (enquiry) . . .
forum TBTO WTO yang ditanggapi 100 % 100% 100%
6. Jumlah inquiry Indonesia terhadap .
notifikasi regulasi dari negara lain 13 dokumen| 13 dokumen 100%
Rata-rata capaian Sasaran 2 100 %
Rata-rata capaian Tahun 201 9 100%

Subdirektorat Sistem Pemberlakuan
telah memenuhi target secara

Dari 6 (enam ) indikator kinerja di
Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
keseluruhan.
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BAB | I PENDAHULUAN

.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi . Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tuju an/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Subdirektorat Sistem
Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian , sebagai salah satu
unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang di susun

secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara
keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja

Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penila ian Kesesuaian
merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 201 9.

.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ~ Subdirektorat Sistem
Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai
bentuk  pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
program/kegiatan  serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi
dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian ,
dengan tujuan sebag ai berikut :
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1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Unit Kerja.

.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja B adan Standardisasi Nasional , tugas
Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem
pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Subdirektorat Sistem
Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan
fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan Kkebijakan di bidang tata kelola
pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, notifikasi, serta
analisis hambatan teknis;

2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola
pemberlakuan standar wajib dan penil aian kesesuaian, notifikasi, serta
analisis hambatan teknis; dan

3.  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata
kelola pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, notifikasi,
serta analisis hambatan teknis.

Struktur Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut.
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Subdit Pemberlakuan
Standar Wajib dan Penilaian
Kesesuaian

Seksi Tata Kelola Seksi Notifikasi dan Analisis

Hambatan Teknis

Pemberlakuan Standar Wajib
dan Penilaian Kesesuaian

Analis Penyiapan
Penerapan Standar

Penyusun Bahan Penerapan
Standar Wajib dan
Penanganan Pengaduan

Analis Notifikasi
Analis perdagangan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdirektorat  Sistem
Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata
kerja yang didukung oleh

1. Seksi Tata Kelola Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
dengan tugas melakukan penyia pan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang tata kelola pemberlakuan standar wajib dan penilaian
kesesuaian

2. Seksi Notifikasi dan Analisis Hambatan Teknis dengan tugas melakukan
penyiapan bahan  penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang notifikasi dan analisis
hambatan teknis.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi , sampai
dengan 31 Desember 201 9 Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib
dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebanyak 10 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:
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Tabel 1.1
Personel ASN Subdirektorat Pemberlakuan Standar Wajib
dan Penilaian Kesesuaian

Jenjang Pendidikan Jumlah
>S1 S1 S2 Orang

No Uraian

Kepala Subdirektorat Pemberlakuan

1. | standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian ) ) 1 1

Kepala Seksi Tata Kelola Pemberlakuan
Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian

Kepala Seksi Notifikasi dan Analisis

3- | Hambatan Teknis ) ) 1 1
4. | Analis Perdagangan 2 1 3
5. | Analis notifikasi 1 1
6. | Analis penyiap an penerapan standar 2 2
2 | penyusun bahan penerapan standar 1 1

" | wajib dan penanganan pengaduan
Jumlah 0 6 4 10

1.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  (SPK) BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU no 20 tahun 2004 dan Perpres nomor
34 tahun 2018 bahwa SNI dapat diberlakukan secara wajib melalui regulasi
teknis oleh kementerian atau instansi berwenang untuk perlindungan
keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia serta pelestarian
lingkungan hidup. Untuk memastikan bahwa regulasi teknis tersebut
memenuhi tujuan nasional dan sesuai dengan ketentuan internasional
khususnya perjanjian WTO tentang hambatan teknis perdagangan atau
Technical Barrier To Trade maka BSN sebagai koordinator dalam standardisasi
dan penilaian kesesuaian perlu memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dan
melakukan notifikasi ke anggota WTO sebagai pemenuhan kewajiban
perjanjian TBT WTO.

Subdirektorat Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian
mempunyai  peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN
yaitu terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian Untuk itu, sesuai
dengan tugas dan fungsinya  Subdirektorat Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi  potensi, permasalahan yang
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dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam
pelaksanaan fungsi BSN.

Potensi dan Permasalahan

Tabel 1.2

Penilaian Kesesuaian

mendukung

Subdirektorat Pemberlakuan Standar Wajib dan

POTENSI

PERMASALAIAN

TINDAK LANJUT

1. Peningkatan
penerapan SNI
melalui
pemberlakuan SNI
secara wajib

Adanya e go sektoral terhadap
penggunaan SNI sebagai
dasar penyusunan regulasi

Keberatan Regulator untuk
diatur dalam pemberlakuan
SNI secara wajib (PBSN)

Tidak harmonis nya antara SNI
termutakhir dengan SNI yang
dijadikan acuan dalam
regulasi teknis

Pelaksanaan RIA sebagai basis
PNRT pemberlakuan SNI wajib
belum efektif dan lack of
scientific justification untuk risk
analysis

Kurangnya fungsi pengawasan
dan edukasi terkait
permasalahan penerapan SNI
wajib

Dispute antar K/L terkait
regulasi pemberlakuan SNI
wajib

Persyaratan berbeda antara
SNI wajib dan regulasi teknis
K/L terkait

Skema sertifikasi masih dinilai
menghambat perdagangan
(tidak efektif dan efisien)

Audiensi dan pendekatan
kelembagaan terhadap
regulator

Dialog dgn regulator terkait
pentingnya GRP dalam
regulatory reform
pemberlakuan SNI dan
harmonisasi regulasi dgn
Kemhukam.

Evaluasi pemberlakuan SNI
wajib untuk merujuk ke SNI
termutakhir

Capacity building  terkait
RIA dgn regulator,
bekerjasama dgn asosiasi
utk penyediaan scientific
evidence untuk risk analysis

Penguatan fungsi
pengawasan dan edukasi
terkait penerapan SNI wajib
melalui koordinasi dgn K/L

Penguatan fungsi BSN sbg
koordinator bdg SPK untuk
da pat menyelesaikan
dispute ( penguatan
koordinasi di KKPRS)

Peningkatan perumusan
SNI yg selaras dengan
regulasi dan keterlibatan
aktif dalam penyusunan
regulasi teknis yg terkait
dgn SNI dan dalam lingkup
TBT

Kerjasama dgn K/L dalam
pengembangan skema

sertifikasi dan melakukan
analisis perbandingan dgn
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POTENSI

PERMASALAIAN

TINDAK LANJUT

skema sertifikasi di negara
lain untuk produk yang
terkait

2. Kepentingan
Indonesia di forum
TBT WTO dapat
terakomodasi
sehingga
meningkatkan akses
pasar produsen
dalam negeri dan
perlindungan
konsumen dalam
negeri

Rendahnya pemenuhan

prinsip transparansi oleh
regulator

Regulasi yang dinotifikasi sering
mendapat concern dari
negara anggota lain

Rendahnya awareness dan
partisipasi aktif stakeholder
dalam mengakses rancangan
regulasi teknis negara lain

Cust omer ds Padir spe
negara berkembang terhadap
isu lingkungan dan kesehatan

Rendahnya partisipasi
pimpinan K/L dalam forum
pertemuan Komnas

Kurangnya penyediaan data
dalam memperjuangkan
posisi nasional

Kurangnya komitmen industri
dalam memperjuangk an posisi
nasional

Kurangnya concern dari
industri terkait ranca ngan
regulasi teknis negara lain

Penguatan Komnas HTP
untuk mendorong
pemenuhan prinsip
transparansi oleh regulator
dan pemanfaatan forum
high olicy dialogue
(national task force for
NTMS)

Pemastian PSN 301 dan
pemenuhan perjanjian TBT
yg akan dinotifikasi

SosialisasiePing dan
mendorong partisipasi aktif
stakeholder dan
engagement asosiasi dan
industri untuk optimalisasi
peran Enquiry Point

Melakukan contra
campaign untuk
menetralkan persepsi
masyarakat s

Melakukan Audiensi dan
memanfaatkan
dialog/forum antar
pimpinan K/L

Penguatan fungsi research
BSN dan kerjasama
research untuk mendukung
posisi Indonesia (Riset Pro,
LPDP, Insinas,dll)

Dialog secara intensif
dengan KADIN dan
APINDO serta par a asosiasi

Pembahasan intens
rancangan regulasi teknis
dengan asosiasi terkait

(FGD per sektor dgn asosiasi
dan K elompok kerja terkait)
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

[I.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu -isu dan analisis strategis, serta mengara hkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tuju an Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten

2. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian
oleh pemangku kepentingan

3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan
perjanjian TBTZWTO.

4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan
kepentingan Indonesia di  forum TBT WTO.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan

BSN. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut
agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSNuntuk
meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN

Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan
sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara
kinerja output dan kinerja  outcome . Pada tahun 201 9, sasaran Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah dilakukan
penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 201 9 khususnya terkait
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dengan Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilai an
Kesesuaian.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian Tahun 2015-2019 :
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2. Terwujudnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap
ketentuan perjanjian TBT ZWTO.
3. Terwujudnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan
kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut

OMeningkatkan sistem penerapan standar wajib dan penilaian
kesesuaian 6

1.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan K inerja atau Perjanjian
Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi . Perjanjian
kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai
keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus  melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 201 9 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 201 9 juga mengalami
peru bahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian  tahun 201 9 berdasarkan sasaran, indikator
kinerja dan target.
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Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian Tahun 2019

: . Target
Sasaran Indikator Kinerja 2019
Customer Perspectives
1. Terwujudnya daya 1. Persentase pertumbuhan ekspor 25%
saing produk produk nasional yang didukung SNI,
berstandar dipasar laboratorium, lembaga sertifikasi
domestik dan global dan metrologi (SNSU)
2. Persentase pertumbuhan produk 1%
ber -SNI di pasar retail dalam negeri
3. Indeks kepuasan masyarakat 4.4
terhadap efektivitas Sistem
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
Internal Process Perspectives
2. Meningkatkan 4. Jumlah skema penerapan NSI yang 225 Jumlah
pengembangan diterapkan Skema
skema penerapan
satndar sukarela dan
penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan sistem 5. Persentase jumlah notifikasi dan 100 %
pemberlakuan penanganan enquiry yang
satndar wajib dan ditanggapi
penilaian kesesuaian
4. Meningkatkan 6. Presentase Produk bertanda SNI 70 %
pengendalian yang sesuai dengan persyaratan
penerapan standar SNI
dan penilaian
kesesuaian
5. Meningkatkan 7. Jumlah keberterimaan Sistem SPK di SFTA/CEPA/PT
pemenuhan forum bilateral,regional dan Ayanga da
kewajiban internasional chapter TBT
internasional bidang 8. Persentase kepentingan Indonesia 100%
standar dan di bidang SPK yang diperjuangkan
penilaian kesesuaian di forum bilateral,regional dan
multilateral
Learning and Growth Perspectives
6. Meningkatkan kinerja 9. Persentase realisasi anggaran >97%
pengelolaan direktorat sistem penerapan standar
anggaran dan penilaian kesesuaian
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 201 9 menetapkan
sebanyak 6 (enam ) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja
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sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kega galan pada setiap
pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah dilakukan cascading
Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar
Wajib dan Penilaian Kesesuaian @ Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah ini.

Tabel 11.2
Perjanjian Kinerja Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan
Penilaian Kesesuaian Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Meningkatkan sistem 1. Jumlah rancangan peraturan
pemberlakuan standar tata cara pemberlakuan standar 1 dokumen
wajib dan penilaian wajib dan penilaian kesesuaian
kesesuaian 2. Persentase rancangan regulasi
teknis yang memenuhi Pedoman
GRP termasuk analisis dampak 100%
regulasi (Regulatory Impact
Assessment/RIA)
3. Persentase pemenuhan
pembahasan regulasi teknis yang 100
difasilitasi
2. Memastikan 4. Persentase permintaan layanan
terakomodasinya notifikasi regulasi teknis dapat 100
kepentingan Indonesia di ditangani
forum TBT- WTO 5. Persentase pertanyaan (enquiry)
yang ditanggapi 100
6. Jumlah inquiry Indonesia
terhadap notifikasi regulasi dari 13 dokumen
negara lain
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan

kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan  program dan
kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai
berikut:

A. Program BSN melalui:
1. Kegiatan: 3561 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuian (3561), yang akan menghasilkan  output :
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a. Output: 3561. 001 Skema penerapan standar

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen

kegiatan sebagai  berikut:

1. (051) Penyusunan Skema Penerapan Standar

2. (052) Melakukan Pemberian | isensi

3. (053) Pelaksanaan Uiji Petik

4. (054) Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan
standar

5. (055) Melaksanakan penyusunan skema penerapan standar
6. (056) Melaksanakan koordinasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis
7. (057) Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional

Indonesia
b. Output 3561.003 Regulasi yang diharmonisasikan berdasarkan SPK
1. (O51)Fasilitasi regulasi teknis
2. (052) Penanganan permintaan Notifikasi dan Enquiry

3. (053) Penyiapan Pelaksanaan kewajiban internasional bidang
pengembangan sistem  dan pengendalian penerapan standar
dan penilaian kesesuaian

4.  (054) Penguatan Posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif
di forum multilateral dan internasional

5. (055) Melakukan penanganan pengembangan jaringan LPK di
tingkat regional (WG 2)

6. (056) Melak ukan peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK)

Subbidang Sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
melaksanakan kegiatan (056) Melaksanakan koordinasi adopsi SNI menjadi
regulasi teknis, 051 fasilitasi regulasi teknis dan 052 penanganan permintaan
notifikasi dan enquiry.
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
berkewajiban u ntuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat
keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mend ukung
pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar wajib
dan penilaian kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan
yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas
kegiatan tersebut selanjutnya ditu angkan dalam Laporan Kinerja
Subdirektorat Sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
Tahun 2019.

1.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi  Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kinerja tersebut dicapai
melalui pelaksanaan program dan kegiata n serta aktivitas kegiatan
sebagaimana telah disampaikan pada Bab Il. Pencapaian masing -masing
sasaran dan target yang terkait Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar
wajib dan penilaian kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2019
berdasarkan Perjanjia n Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 111.1

Pencapaian Kinerja  Tahun 2019 Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar
wajib dan penilaian kesesuaian

%

Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian®)
Internal Process Perspectives
1. Meningkatkan 1. Jumlah rancangan
sistem peraturan tata cara
pemberlakuan pemberlakuan standar 1 dokumen| 1 dokumen 100%
standar wajib wajib dan penilaian
dan penilaian kesesuaian
kesesuaian 2. Persentase rancangan
regulasi teknis yang
memenuhi Pedoman GRP
100 % 100 % 100%

termasuk analisis dampak
regulasi (Regulatory
Impact Assessment/RIA)

3. Persentase pemenuhan
pembahasan regulasi teknis 100 % 100% 100%
yang difasilitasi

Rata-rata capaian Sasaran 1 100%
2. Memastikan 4. Persentase permintaan
terakomodasinya layanan notifikasi regulasi 100 % 100% 100%
kepentingan teknis dapat ditangani
Indonesia di 5. Persentase pertanyaan
forum TBT- WTO (enquiry) yang ditanggapi 100 % 100% 100%
6. Jumlah inquiry Indonesia
terhadap notifikasi regulasi 13 13 100 %
. . dokumen | dokumen
dari negara lain
Rata-rata capaian Sasaran 2 100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019 100 %
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja

Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar  wajib dan penilaian kesesuaian
untuk masing -masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja.
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Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Meningkatkan sistem pemberlakuan standar wajib dan
penilaian kesesuaian

Tabel lll. 2
Capaian Kinerja Sasaran 1

1. Jumlah 1 - - - - 1 1 100 % 1 100 %
rancangan dokumen dokumen dokumen dokumen

peraturan tata
cara
pemberlakuan
standar wajib
dan penilaian
kesesuaian

2. Persentase 100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rancangan
regulasi teknis
yang memenuhi
Pedoman GRP
termasuk analisis
dampak

regulasi
(Regulatory
Impact
Assessment/RIA)

3. Persentase 100 % 100 % | 100 % 110% | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pemenuhan
pembahasan
regulasi teknis
yang difasilitasi

| Rata-rata capaian Sasaran 100% |

Indikator ~ kinerja  untuk  mengukur terwujudnya sasaran 1.
Meningkatkan sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
terdiri dari 3 (tiga ) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut rata -rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 1.
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Indikator Jumlah rancangan peraturan tata cara pemberlakuan
Kinerja 1 standar wajib dan penilaian kesesuaian

Pada tahun 2019 ditetapkan indikator kinerja baru dalam peningkatan sistem
pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian. Dalam memastikan
pemenuhan terhadap perjanjian internasional terkait dengan TBT WTO terkait
dengan regulas i teknis, standar dan penilaian kesesuaian khususnya tentang
pelaksanaan kajian analisis dampak regulasi teknis dan pemenuhan prinsip
transparansi maka diperlukan penyempurnaan pedoman pemberlakuan SNI
secara wajib. Dalam penyusunan peraturan ini dilakukan simplifikasi dua
peraturan yang digabungkan dalam satu peraturan BSN yaitu Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesi a secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105); dan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi
Nasional tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan
Agreement on Technical Barriers to Trade & World Trade Organizations (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409) dengan judul draft PBSN
tentang dPedoman Pemberlakuan Regulasi Teknis Berbasis Standar Dan
Peni |l ai an K&adenwanini seaanad@aris besar mencakup

1. Pedoman pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI yang terdiri atas:
a. identifikasi kebutuhan Regulasi Teknis;
b. analisis dampak Regulasi Teknis;
c. Program Nasional Regulasi Teknis ;
d. penyusunan Regulasi Teknis;
e. penetapan Regulasi Teknis; dan
f. tinjauan Regulasi Teknis.
2. Pelaksanaan kewajiban internasional yang terdiri atas:
a. notifikasi Regulasi Teknis atau rancangan Regulasi Teknis; dan
b. pemantauan kebijakan dan peraturan negara lain terkait
pemberlakuan standar, persyaratan lain, dan skema penilai an
kesesuaian yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional;

Dalam melakukan pembahasan rancangan pedoman tersebut telah
dilakukan melalui:

- review referensi dari peraturan terkait Regulatory  Impact
Assessment/RIA dari negara Australia dan Kanada, perjan; ian
internasional TBT, dokumen ASEAN terkait GRP core principles serta
PP 34 tahun 2018;
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- pembahasan internal oleh tim yang terdiri dari perwakilan unit di BSN ;
- sirkulasi ke K/L terkait untuk meminta tanggapan tertulis dan;

- public hearing atau konsultasi publik yang dilaksanakan dalam
rangkaian kegiatan Bulan Mutu Nasional di Semarang dengan
melibatkan stakeholder terkait.

Rancangan pedoma n tersebut telah disampaikan ke  pada Biro SDMOH untuk
diperoses lebih lanjut ke harmonisasi dan penetapan oleh Ka BSN.
Sebelumnya akan dilakukan audiensi dengan Biro Hukum Kementerian
Prindustrian sebagai persiapan Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Persentase rancangan regulasi teknis yang memenuhi

Eicrj]'g?;c’; Pedoman GRP termasuk analisis dampak regulasi
J (Regulatory Impact Assessment/RIA )
Kebijakan regulasi teknis Indonesia sebagai contoh tahun 201 8 terkait
pemberlakuan wajib produk mainan anak, kebijakan halal dan kategori

pangan minuman berlakohol dinilai oleh anggota WTO lainnya menjadi
hambatan tek nis dalam perdagangan global khususnya terkait tindakan
diskriminasi dan juga prosedur penilaian kesesuaian yang more restictive
than necessary . Berdasarkan hasil pencatata n WTO persentase kebijakan
Indonesia yang di raise sebagai STC (Specific Trade Concern ) cukup tinggi
dibanding dengan anggota WTO lainnya yaitu 9 % (Vietham 4 %, filipina
0.3%, thailand 1.3 %, China hongkong 2%)

Untuk itu menetapkan indikator pemenuhan regulasi teknis terhadap GRP
menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan re gulasi teknis sesuai
dengan ketentuan dan dapat mencapai tujuan dari pemberlakuan yaitu
peningkatan daya saing dan perlindungan konsumen terhadap produk yang

tidak memenuhi standar.

Pengusulan SNI yang akan diberlakukan secara wajib dalam Program
Nasional Regulasi Teknis (PNRT) oleh Kementerian/Lembaga terkait telah
disertai dengan kelengkapan dokumen analisis dampak regulasi teknis
diantaranya untuk 28 SNI yang akan diberlakukan secara wajib dari 46 SNI
(PNRT 20192020) yang terdiri dari usulan dari Direkt orat Industri Logam,
Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian dan
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, serta Direktorat Aneka
Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral. A dapun terdapat usulan SNI lain yang akan diberlakukan secara
wajib namun belum masuk dalam PNRT 2019 -2020 adalah SNI 8421:2017
Bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari mineral wool, yang

telah disertai dengan dokumen RIA dari Direktorat Indus tri Semen, Keramik,
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dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam. Keseluruhan dokumen RIA
tersebut dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan aspek GRP, RIA dan
kesesuaian dengan PSN 301 Tahun 2011.

Dari regulasi teknis yang diajukan dalam PNRT 2019/2020 tersebut t elah
dilakukan  notifikasi ke WTO oleh BSN khususnya terkait dengan
pemberlakuan wajib SNI fotovoltaik dan home appliances yang telah
memenuhi GRP. Oleh karenanya sampai dengan masa tanggapan dari
kedua notifikasi tersebut tidak ada pertanyaan dari anggota WTO lainnya.

Tabel I1I.3
Daftar Notifikasi Rancangan Peraturan Pemberlakuan
SNI secara wajib Tahun 2019

No No dan Judul SNI Kementerian Keterangan
Pengusul

1. | SNI IEC 603352-14-2011, Peralatan listrik | Kementerian Telah Notifikasi ke
rumah tangga dan peralatan listrik Perindustrian TBT/WTO
serupa - Keselamatan - Bagian 2 -14: (G/TBT/N/IDN/122)
Persyaratan khusus untuk peralatan dengan periode
dapur (IEC 60335 -2-14 Edition 5.2 2008 - tanggapan dari
09, IDT) anggota WTO

hingga 26 Agustus

2. | SNI IEC 603352-15:2011, Peralatan listrik
rumah tangga dan peralatan listrik
serupa - Keselamatan - Bagian 2 -15:
Persyaratan khusus untuk peralatan
pemanas cairan (IEC 60335 -2-15 Edition
5.2 2008-09, IDT)

2019

3. SNI IEC 612151:2016, Modul fotovoltaik Kementerian Proses Notifikasi ke

(FV) terrestrial 0 Kualifikasi desain dan | Energi dan TBT/WTO

pengesahan jenis 0 Bagian 1. | Sumber Daya (G/TBT/N/IDN/126 )

Persyaratan uji (IEC 61215 -1:2016, IDT) Mineral dengan periode
tanggapan dari

4. SNI IEC 612151-1:2016, Modul
fotovoltaik (FV) terestrial & Kualifikasi
desain dan pengesahan jenis 9 Bagian
1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian
modul fotovoltaik (FV) silikon kristalin
(IEC 61215-1-1:2016, IDT)

5. | SNI IEC 612152:2016, Modul fotovoltaik
(FV) terestrial - Kualifikasi desain dan
pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur
uji (EC 61215-2:2016, IDT)

anggota WTO
mulai 7 Januari
2020 hingga 7
Maret 2020

Namun demikian mengingat cakupan perjanjian TBT WTO juga mencakup
regulasi teknis yang tidak hanya berbasis standar maka BSN perlu dengan
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aktif menyampaikan kepada regulator untuk kewaji ban penerapan GRP dan
khususnya terkait dengan proses transparansi notifikasi TBT WTO.

Indikator Persentase = pemenuhan pembahasan regulasi teknis
Kinerja 3 yang difasilitasi

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan
oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan
keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi
lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (so sio-tekno -ekonomis, religi),
instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi
teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai
pengaruh tidak hanya  terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga
terhadap perdagangan luar negeri. Dalam hal ini SNI yang diterapkan
menjadi regulasi teknis akan diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa
produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulka n
dampak bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha

dan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu
regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan kaidah transparansi,
efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak diskr iminatif, serta memperhatikan
aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian kesesuaian.

Dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI tersebut, BSN telah
melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk memfasilitasi
penyusunan sistem untuk penerapan SNI secara wajib tersebut, yaitu pada
saat penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT), penyusunan draft
regulasi teknis, persiapan notifikasi ke TBT -WTO, maupun menyusunan
petunjuk teknis penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib
tersebut.

Indikator kinerja kegiatan pemenuhan permintaan yang difasilitasi untuk
diadopsi menjadi regulasi teknis pada tahun 2016 adalah jumlah SNI
kumulatif yang diadopsi menjadi regulasi teknis yaitu 203 SNI. Tahun 2017
terdapat perubahan indikator tida k lagi jumlah SNI kumulatif tetapi menjadi
jumlah SNI yang difasilitasi dalam penyusunan regulasi teknis berdasarkan SNI
yang usulan PNRT, yaitu 10 SNI. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%
sedangkan 2017 sebesar 110 % karena memfasilitasi 11 SNI dalam
penyusunan regulasi teknis. Indikator kinerja tahun 2018 sama dengan tahun
2017 yaitu 10 SNI dengan capaian kinerja 100%.  Adapun Tahun 2019 ini telah
difasilitasi seluruh pembahasan regulasi teknis (100%) dengan 16 SNI dalam
PNRT 20192020 yang telah dil akukan pembahasan regulasi teknisnya.
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Pada tahun 201 9 telah ditetapkan PNRT 2019 -2020 yang berisi rencana
46 SNI secara wajib dengan

pemberlakuan

tahun 201 9 sebagaimana diuraikan pada Lampiran

dapat  diakses mel alui sistem

https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20065/program

perkembanganny a selama

2. Daftar detail PNRT
informasi BSN

pada laman

-nasional -regulasi -teknis.

Tabel lll. 4
Rekap PNRT 20192020
Progres Penyusunan Keterangan
Regulasi Teknis (Revisi Pemberlakuan)
No Instansi Teknis SNI Jumlah
SN SNI dalam | Perubahan | SNIyang
yang tahap SNI yang diacu
dibahas Notifikasi diacu tetap
Kementerian Energi dan
! Sumber Daya Mineral 17 3 3 0 0
2 | Kementerian Perindustrian 29 13 2 4 3
Jumlah Total 46 16 5 4 3

Selama tahun 201 9, BSN berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan

regulasi teknis dan

petunjuk teknis pelaksanaan pemberlakuan SNI secara

wajib oleh regulator. Selain itu terlibat dalam pembahasan dan sosialisasi
penerapan SNI secara wajib yang dilaksanakan oleh Regulator. Daftar SNI
yang dibahas , yaitu:

1. SNI tentang Gula Kristal Mentah, Gula Kristal Putih dan Gula Kristal

Rafinasi

2. SNI tentang Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami Dan Air Minum

Embun;

SNI tentang Minyak Goreng Sawit;

SNI tentang Labelisasi hemat energi dan SKEM untuk produk LED;

SNI tentang Tuna dalam kemasan kaleng, dan sarden dan makarel
dalam kemasan kaleng;

6. SNItentang Kertas dan karton untuk kemasan pangan;

SNI tentang Pompa air sentrifugal untuk irigasi;
SNI tentang Sodium tripolifosfat (STPP);

2019| Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuai



https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20065/program-nasional-regulasi-teknis

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

SNI tentang Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) dan Baja
Tulangan Beton;

SNI tentang Biskuit;

SNI tentang Garam Konsumsi Beryodium;
SNI tentang Tepung Terigu;

SNI tentang Usaha spa;

SNI tentang Pelumas non otomotif;

SNI tentang sprayer gendong;

SNI tentang Amplas;

SNI tentang bahan isolasi panas, penyerap suara, dan tahan api dari
mineral wool;

SNI tentang pemanas cairan, d  an perlatan dapur;

SNI tentang Modul fotovoltaik (FV);

SNI tentang Alsintan;

SNI tentang Produk Tekstil;

SNI tentang Pelek Kendaraan Bermotor;

SNI tentang Baja Profil;

SNI tentang Tali Kawat Baja;

SNI tentang Produk Ketenagalistrikan;

SNI tentang Bahan Ges ek Kampas Rem;

SNI tentang Asam sulfat pekat teknis dan pupuk anorganik;

SNI tentang Baja tahan karat (stainless steel) canai dingin bentuk
lembaran dan gulungan (Bj TK D) ;

SNI tentang Baja Lembaran (BJLAS, BJLAS warna dan BJLAM warna);
SNI tentang Baterai Primer;

SNI tentang Mainan Anak;

SNI tentang Baja lembaran lapis seng (Bj LS);

SNI tentang Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS Warna);

SNI tentang Profil Rangka Baja;

SNI tentang Bus barr tembaga;

SNI terkait Usaha pariwisata;

SNI tentang Meter  Air Minum;

SNI entang Bibit ayam (DoC).
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Adapun terkait Informasi daftar SNI secara wajib yang termutakhir telah
dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN yang dapat diakses melalui
https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20054/regulasi -teknis-sni-yang -diwajibkan .
Informasi tersebut memuat detail jenis produk, no mor dan judul SNI,
peraturan pemberlakuan dan Kementerian yang memberlakukannya.
Rekapitulasi SNI wajib sampai dengan Desember 201 9 adalah sebagai

berikut:
Tabel III.5
Rekapitulasi SNI yang diberlakukan secara wajib
Jumlah SNI Jumlah SNI yang
No Instansi Teknis yang telah dinotifikasikan
diregulasi ke WTO
1 | Kementerian Perindustrian 114 107
2 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 2
3 | Kementerian Energi & Sumber Daya 26 22
Mineral
4 | Kementerian Pertanian 3 3
5 | Kementerian Perhubungan 14 0
6 | Kementerian Pekerjaan Umum 46 0
Jumlah Total 205 134

Memastikan terako modasinya kepentingan  Indonesi a
di forum TBTOWTO

Tabel 11l.6
Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian s.d 2019
i i i kumulati
Indikator Kinera S;r:u Realisasi Capaian 2019 ( f)%

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Target | Reaiasi | %% | | | capaian
Persentase penanganan % 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% | 100%
permintaan layanan
notifikasi
Persentase Pertanyaan % - - - 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100%
(enquiry) yang dapat
ditanggapi
Jumlah inquiry Indonesia Dok - - - 11 13 dok | 13 dok | 100% 24 100%
terhadap notifikasi regulasi inquiry
dari negara lain

Rata-rata capaian Sasaran 100%
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https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20054/regulasi-teknis-sni-yang-diwajibkan

Indikator  kinerja untuk mengukur  terwujudnya sasaran 2 memastikan
terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT -WTO terdiri dari 3 (tiga )
indikator kinerja. Capaian  kinerja untuk ketiga indikator kinerja tersebut rata -
rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 2.

: Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi
Indikator

Kinerja 1 dan 2 2l

Persentase Pertanyaan ( enquiry ) yang dapat ditanggapi

Sebagai notification body dan enquiry point BSN memiliki tugas sesuai PP 34
2018 untuk melakukan natifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota

WTO melalui sekretariat komite TBT WTO. Hal ini dilaksanakan untuk memberi
kesempatan bagi negara partner untuk memberikan masukan rancangan
tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya
memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi tersebut.

Target yang diettapkan adalah 100% usulan regulas i teknis dari K/L terkait
untuk dilakukan notifikasi. Untuk tahun 2019 regulasi teknis yang dinotifikasi
adalah sebagai berikut:

Tabel 111.7
Daftar Rancangan Yang Dinotifikasi Ke Komite TBT Tahun 2019

No. Peraturan Teknis Nomor Notifikasi

1. Permen ESDM No.2 Tahun 2018 tentang G/TBT/N/IDN/121
Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang
Ketenagalistrikan

2. Rancangan Permenperin tentang G/TBT/N/IDN/122
Pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat
Listrik Rumah Tangga Secara Wajib

3. Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang G/TBT/N/IDN/123
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

4. Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 G/TBT/N/IDN/124
tentang Label Pangan Olahan

5. Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2018 G/TBT/N/IDN/125
tentang Penerapan 2D Barcode  dalam
Pengawasan Obat dan Makanan

6. Permenperin  No. 14 Tahun 2018 tentang G/TBT/N/IDN/16/Add.2
Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton Secara
Wajib
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No.

Peraturan Teknis

Nomor Notifikasi

Permenperin  No. 48 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan SNI Keramik Tabelware Secara
Wajib

G/TBT/N/IDN/37/Add.4

Permenperin  No.12 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah
dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung
Baja LPG Secara Wajib

G/TBT/N/IDN/19/Add.9

Permenperin  No.12 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah
dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung
Baja LPG Secara Wajib

G/TBT/N/IDN/79/Add.2

10.

Permen KKP No0.18 Tahun 2019 tentang
Penunjukan Lembaga  Sertifikasi Produk dalam
Rangka Pemberlakuan SNI Tuna dalam
Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel

dalam Kaleng Secara Wajib.

Permen KKP No0.19 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pemberian Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI dalam Kemasan
Kaleng dan Tanda S NI Sarden dan Makerel
dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

G/TBT/N/IDN/113/Add.1

Penanganan notifikasi

regulasi teknis Indonesia yang disampaikan ke

sekretariat komite TBT WTO serta pertanyaan ( enquiry ) yang telah ditanggapi
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111.8
Rekapitulasi Penyampaian

Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Notifikasi Rggula3| 12 8 - 3 5
Teknis
Adendum 8 4 6 6 5
Enquiry 43 47 49 30 67
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Gambar I11.1
Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

Pada tahun 2019, BSN telah menotifikasi regulasi teknis beserta addendum ke
Komite TBT yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian
ESDM, Badan POM, Kementerian Agama dan Kementerian KKP. Regulasi
teknis yang disampaikan berupa rancangan peraturan peraturan yang telah
ditetapkan.

Tabel 111.9
Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis dan Regulasi Teknis ke Sekretariat WTO

Tahun Rancangan regulasi Regulasi Teknis Total Notifikasi
teknis
2019 2 8 10
2018 3 6 9
2017 4 3 7
2016 1 7 8
2015 3 9 12

2019| Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuai



Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis
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m Rancangan regulasi teknis Regulasi Teknis  mTotal Notifikasi
Gambar 111.2
Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis
Selanjutnya pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 enquiry yang
disampaikan anggota WTO kepada Indonesia. Enquiry yang dianjukan

anggota WTO baik berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan
Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO maupun peraturan domestic yang
berlaku di Indonesia. Enquiry yang disampaikan  meliputi update informasi
mengenai pemberlakuan SNI Mainan anak, SNI dibidang ketenagalistrikan,

SNI terkait peralatan rumah tangga serta implentasi UU Jaminan Produk
Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan enquiry tercapai 100% dari
tahun 2015 sampai dengan 2019 dnegan jumlah regulasi teknis yang
diajukan tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait.

Indikator Jumlah inquiry Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari
Kinerja 3 negara lain
Untuk meningkatkan fasilitasi pelaku usaha dalam menunjang ekspor

khususnya dalam pemenuhan terhadap persyaratan ekspor ditetapkan
indikator kinerja ini pada tahun 2018 dan 2019 . Pada tahun 2018 ditetapkan
11 dan tercapai 100% realisasinya rancangan regulasi teknis yang dianalisis
dan disampaikan ke pada negara y ang bersangkutan melalui sidang
bilateral maupun enquiry point. Pencapaian tahun 2019 juga 100% dengan
jumlah dokumen yang dianalisis adalah 1 3 dan disampaikan dalam sidang
TBT WTO pada bulan Maret, Juni dan November 2020 sebagai posisi
Indonesia.
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Daftar rancangan regulasi yang dianalisis

Tabel 111.10
Tahun 2019

No. Negara Rancangan Regulasi

1. Taiwan Labelling Requirements for Cosmetic Packaging

2. China Regulation draft on cosmetic

3. Korea regulation on formaldehyde emission in woods product

4. India Steels

5. New zealand | country of origin labelling

6. USA Formaldehyde Emission Control for Certain Wood
Products

7. EU regulation on trans fat

8. Vietnam Quality  inspection  of technical safety and
environmental protection

9. EU Information Related Limit of 3-MCPD in Vege Tabel Qils

10. | Japan Standar mikro simplisia

11. | Malaysia Guideline for Approval of Electrical Equipment
(Electricity Regulation 1994) Information Booklet 2018
Edition (GP/ST/N0.14/2017)

12. | SAU Added sugar Upper limit in some food products

13. | Argentin a Cell and Batteries

menyampaikan materi pada agenda

Pada Tahun 2019, dalam rangkaian Sidang TBT WTO, BSN juga

Thematic session untuk Sidang TBT WTO

Bulan Maret mengenai Indonesia’'s experience on establishment of national

committee for internal coordination on TBT dan

pada Sidang di  Bulan

November mengenai Indonesia's experience on the use of Accreditation as
a basis for conformit y assessment acceptance. Informasi persentasi dapat

diakses
https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/thematicsession5319 e.htm

melalui

TBT WTO di website

dan

media laman

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/thematic_session_cap_ 121119 e

.htm .
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Gambar 111.3 Keterlibatan BSN dalam Penyampaian Agenda
Thematic Session Sidang TBT WTO Tahun 2019

Untuk menunjang peningkatan akses pasar khususnya terkait regulasi negara
tujuan dan mempermudah bagi para pemangku kepentingan untuk
memenuhi regulasi terkait, Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib
dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan analisis a regulasi teknis Negara
lain yang dinotifikasikan ke forum TBT WTO. Analisa nilai perdagangan yang
terkait dengan Indonesia dibuat dalam weekly news dan dipublikasikan
melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui laman website
https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi -teknis-tbt -wto -
periode -7-14-des-2019.

Negara Penotifikasi

Gambar lll. 4 Analisa Regulasi Teknis Negar a TBT WTO
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1.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

l11.2.1 Penyelesaian Permasalahan Penerapan Standar

Permasalahan dalam penerapan standar, baik berupa pertanyaan atau
keluhan, dapat disampaikan oleh pemangku kepentin gan, termasuk para
pelaku usaha, pihak kepolisian , PPNSdalam hal pengawasan kepada BSN
secara langsung atau melalui media elektronik seperti electronic mail (e-
mail ), telepon, sms, fax, dan whatsapp . Kegiatan ini diselenggarakan melalui
kajian terhadap data dan informasi atas keluhan at au pengaduan yang
diterima dengan berdasarkan pada peraturan perundang -undangan, SNI,
dan literatur lainnya yang relevan , serta koordinasi dengan Unit Kerja atau
pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan
penerapan standar (apabila diperlukan) . Hasil analisis disampaikan kepada
pihak terkait

Selama tahun 2019 ini, telah diterima 30 aduan dan 100% telah ditangani,
yang dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar, keterangan
status pemberlakuan standar, cara menerapkan SNI, atau penjelasan
terkait isi/substansi standar;

2. permohonan BAP (Berita Acara Pmeriksaan) sebagai saksi ahli
3. permintaan informasi/klarifikasi lainnya.

Daftar penanganan permasalahan penerapan standar di tahun 2019
teruraikan dalam Tabel di Lampiran 3 .

1.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018 ,
pagu anggaran  TA 2019 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian adalah sebesar Rp. 4.667.628.000,- dengan r ealisasi anggaran
sebesar Rp. 4.660.243.169,- atau 99%. Adapun untuk melaksanakan seluruh
kegiatan Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian
Kesesuaian dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, pagu
anggaran tahun 2019 sebesar Rp.  1.048.449.000,- dengan realisasi anggaran
1.047.404.477,- atau 99 % dari pagu anggaran.

Pagu dan realisasi anggaran Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar
Wajib dan Penilaian Kesesuaian TA 2019 per komponen dapat dilihat pada
tabel Ill. 11
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Tabel I1I. 11
Pagu dan Realisasi Anggaran
Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian

TA. 2019
Dalam rupiah
Kode Kegiatan/Output/Komponen 2019 %
9 P P Pagu Realisasi
3561.
001 Skema Penerapan Standar
056 | Melaksanakan Koordinasi Adopsi 219.368.000 219.232.328 99%
Standar Nasional Indonesia
menjadi regulasi
3561.
003 Prasarana Penerap Standar
051 | Fasilitasi Regulasi Teknis 200.361.000 199.453.940 99%
052 | Penanganan Permintaan 628.720.000 628.718.209 99%
Notifikasi dan Enquiry
Jumlah 1.048.449.000 1.047.404.477 99%
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BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib

dan penilaian kesesuaian Tahun 2019 menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian Kkinerja Subdirektorat

Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan penilaian kesesuaian

Tahun 201 9 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat
Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019,
seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai pe rjanjian kinerja dan
indikator kinerja.

Dalam rangka peningkatan dan penguatan sistem pemberlakuan
standar wajib dan penilaian kesesuaian perlu menetapkan indikator baru
terkait dengan hal berikut :

1. Penetapan panduan pemilihan metode penilaian kesesuaian dalam
regulasi teknis, panduan ini diharapkan memberikan gambaran bagi
regulator dan menjadikan sebagai acuan dalam pemilihan metode
penilaian kesesuaian sehingga dapat memfasilitasi pelaku usaha dan
dipastikan memenuhi perjanjian internasional TBT WTO

2. Peningkatan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian
untuk memastikan dan mendorong organisasi pemerintah dalam
menetapkan kebijakan terkait dengan standar dan penilaian
kesesuaian.
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LAMPIRAN I.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 209

BSN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Arini Widyastuti
Jabatan : Kepala Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib

dan Penilaian Kesesuaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Konny Sagala
Jabatan : Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian Ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi,

Jakarta,  April 2019

Pihak Kedua Pihak Penam‘a
Konny S Arini Widyastuti
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG SISTEM PEMBERLAKUAN STANDAR WAJIB DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatkan sistem 1 Jumlah rancangan peraturan tata cara 1 dokumen
pemberiakuan standar wajib pemberlakuan standar wajlb dan penilaian
dan penilaian kesesuaian kesesuaian
2 Persentase rancangan regulasi teknis yang 100 %

memenuhi Pedoman GRP termasuk analisis
dampak regulasi (Reguiatory Impact

Assessment [RIA)
3  Persentase pemenuhan pembahasan 100 %
regulasi teknis yang difasilitasi
2 Mcmastikan terakomodasinya 4 Persentase permintaan layanan notifikasi 100 %
kepentingan Indonesia di forum regulasi teknis dapat ditangani
TBT - WTO
5 Persentase pertanyaan (enquiry) yang 100 %
ditanggapi
6 Jumlah inquiry Indonesia terhadap 13 dokumen

notifikasi regulasi dari negara lain

Jakarta, April 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama

4

Konny Arini Widyastuti
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Lampiran 2.

PERKEMBANGAN PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2019 i 2020

Rencana Penyusunan
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan enyus Status Penyusunan
No ProdukiJasa/P - No diberlakukan Wajib Regulasi Teknis/ Regulasi dan Update
Urut roaUIISasalFTosesSISIeN yryt Pemberlakuan SNI secarawq  Informasi lainnya
Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi (Desember 2019)
1 Garam 1 SNI 3556:2016 Garam Konsumsi beriodium 20192020 | Kementerian | Catatan : Revisi Perm
Perindustrian dengan mengacu
pada SNI terkini
2 Cat dan Pernis 2 SNI ISO 129442012 Cat dan pernigperlindungan dari korosi | 20192020 | Kementerian
struktur baja dengan sistpengecata Perindustrian
pelindung- Bagian 5: Sistem pengec
pelindung
Cat dan Pernis 3 SNI ISO 1294642012 Cat dan perniperlindungan dari korosi [ 20192020 | Kementerian
struktur baja dengan sistem pengg Perindustrian
pelindungBagian 6: Metopengujian seca
laboratorium
4 | Kaca untuk bangusaica 4 | SNI ISO 204222014 Kaca untuk bangunrafaca isolasiBagian 20182020 | Kementerian |1.Rapat Pembahasan
isolasi 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 202028 Perindustrian draft permen tangga
IDT) Desember 2019
2. Terdapat Penambal
lingkup pemberlakug
SNI dalam Permen
yaitu SNI 8801:2019
untuk kaca isolasi y¢
digunakan untuk rua
pendingin (cold
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No

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

Rencana Penyusunan

Status Penyusunan

No : , Regulasi Teknis/ Regulasi dan Update
diberlakukan Wajib o
Urut | ProdukiJasa/Proses/Slsten Urut J Pemberlakuan SNI secaraw¢  Informasi lainnya
Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi (Desember 2019)
storage) dan showcs
3. Rapat Kajian RIA Kg
Isolasi tanggdd 2
Desember 2019
5 | Kaca untuk banguiidfaca 5 SNI'ISO 125432011 Kaca untuk bangunarKaca berlapis d{ 20182020 | Kementerian
berlapis dan kaca pengaman kaca pengaman berldpBagian 1: Defin Perindustrian
berlapis dan deskripsi komponen
6 Kaca untuk banguiidtaca 6 SNI ISO 125432011 Kaca untuk banguniarKaca berlapis d{ 20182020 | Kementerian
kaca pengaman berlapis kaca pengaman berlapi8agian 2: Kag Perindustrian
pengaman berlapis
7 Kaca untuk banguiidtaca 7 SNI ISO 125432011 Kaca untuk bangun#aca berlapis dan ki 20182020 | Kementerian
berlapis pengaman berlapBagian 3: Kaca berlapi Perindustrian
8 Sprayer gendong semi otomg 8 SNI 4513:2012 Alat pemeliharaan tananfprayer gendot 20182020 | Kementerian | Pembahasan draft
semiotomatis Syarat mutu dan metode uj Perindustrian | Permen 14 Maret 201
dan 23 Juli 2019
9 Pompa air sentrifugal untuk i 9 SNI 0141:2009, dan Pompa air sentrifugal untuk ifigasijuk 20192020 | Kementerian | Pembahasan draft
kerjadan cara uji Perindustrian | Permen 18 Februari
SNI 2019; 229 Maret 201
0141:2009/Amd2:2015| Pompa air sentrifugal untuk irigagik kerj dan 23 Juli 2019
dan cara uji Amandemen 2.
Catatan : Revisi SNI
pada tahap RSNI 3
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Pemberlakuan SNI secara w¢

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun Instansi

Regulasi dan Update

Status Penyusunan

Informasi lainnya
(Desember 2019)

10

SprayeGendong Elektrik

10

SNI 8485:2018

Alat pemeliharaan tanartprayer gendo
elektrik Syarat mutu dan metode uji

20192020

Kementerian
Perindustrian

Pembahasan draft
Permen 14 Maret 201
dan 23 Juli 2019

11

Electrical Blenders,

Electrical Fo&tocessor,
Electrical Juicer,
Electrical Mixers,
Electrical Food Choppers,
Electrical Food Grinder

11

SNI [EC 60335142011

Peralatan listrik rumah tangga dan pe
listrik serupa Keselamatan Bagian -24:
Persyaratan khusus untuk peralatan
(IEC 6033314 Edition 5.2 2608, IDT)

20182020

Kementerian
Perindustrian

1. Pembahasan draft

. Rapat Finalisasi

. Terdapat

. Telah Notifikasi ke

Permen dan Skem:z
2829 Maret 2019,

Permen 26 Juni 20

Penambahan lingkt
pemberlakuan SNI
dalam Permen yait
SNI 7859:2013 unt
Persyaratan umum

TBT/WTO
(G/ITBT/N/IDN/3)22
denganeriode
tanggapan dari
anggota WTO hing
26 Agustus 2019

12

Penanak nasi (Rice Cooker),

Penanak bertekanan (Pressu
Cooker) dengan daya listrik

masukan (input) hingga 2000

12

SNI IEC 6032515:2011

Peralatan listrik rumah tangga dan pe
listrik serupa Keselamatan Bagian -25:
Persyaratan khusus untuk peralatan pg

20182020

cairan (IEC 603285 Edition 5.2 2008,

Kementerian
Perindustrian

. Rapat Finalisasi

Pembahasan Draft
Permen dan Skem
2829 Maret 2019,
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/
Pemberlakuan SNI secara wj

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

Watt,

Ketel listrik (Electric Kettle)
dengan kapasitas pengenal fi
melebikdari 10 liter,

Water Dispenser

IDT)

Permen 26 Juni 20

. Terdapat
Penambahan lingkt
pemberlakuan SNI
dalam Permen yait
SNI 7859:2013 unt
Persyaratan umum
SNI IEC 60335
74:2010 untuk prod
pemanas air celup
dan SNI 603325
24:2009 untuk wate
dispenser.

. Telah Notifikasi ke
TBT/WTO
(G/TBT/N/IDN/922
dengan periode
tanggapan dari
anggota WTO Hga
26 Agustus 2019

13

Baja lembaran lapis seng yar
diberi lapisan cat berwarraSE
warna)

13

SNI 000661987

Baja lembaran lapis seng yang diberi
cat berwarna, Mutu dan cara uji

Kementerian
Perindustrian

20192020

2. RapaPembahasan

. Catatan : SNI terkin

telah ditetapkan
menjadbNI 66:2019

Skema Sertifikasi
untukSNI 66:2019
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No
Urut

No

Produk/Jasa/Proses/Slsten
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/
Pemberlakuan SNI secara wj

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

Tanggal 112
September 2019

. Terdapat
penambahan
pemberlaku&nI
2053:201Baja
lembaran lapis senc
(Bj LS)SNI 022053
2006sebelumnya
telah diberlakukan
wajib)

14

Baja Lembaran dan Gulungal 14
Lapis Paduan Alumirgang
dengan atau tanpa Magnesiu
Lapis Cat

Baja lembaran dan gulungan lapis {
alumunium dan seng dengan atau
magnesium lapis cat atau laminasi (B
warna / Bj. LASM warna)

20192020 | Kementerian
Perindustrian

1.

. RapaPembahasan

Catatan : SNI terkini
telah ditetapkan
menjadbNI
8305:201,Baja
Lembaran dan
gulungan lapis padu
aluminium seng dan
lapis paduan
aluminium magnesit
lapis cat warna (Bj
LAS WarnBj LAM
Warna)

Skema Sertifikasi
Tanggal416
Agustus 2019
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/
Pemberlakuan SNI secara wj

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

3. FGD Penilaian
Kemampuan LPK
tanggal 25 Oktober
2019

15

Baja lembaran dan gulungan
lapis paduan alumingeng
(Bj.LEAS)

15

Baja lembaran dan gulungan lapis f
aluminiurmeng

(Bj.:AS)

20192020 | Kementerian
Perindustrian

1. Catatan : Revisi
Permen dengan
mengacu pada SNI
baru.

2. Perumusan SNI : SI
terkini telah ditetapk
menjadsNI
4096:2019

3. RapaPembahasan
Skema Sertifikasi
Tanggal416
Agustus 2019

4. FGD Penilaian
Kemampuan LPK

tanggal5 Oktober
2019

16

Kawat Ban

16

SNI 8347:2016

Kawat Ban (Bead Wire/KB)

20192020 | Kementerian
Perindustrian

17

Kompor Gas LPG dan LNG/N
Tekanan rendah

17

SNI 8660:2018

Kompor Gas LPG dan LNG/NG Te
Rendah untuk Rumah Tangga

20192020 | Kementerian
Perindustrian

Catatan : Revisi Perm

akan mengacu pada §
baru
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Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

Rencana Penyusunan

Status Penyusunan

No No . ) Regulasi Teknis/ Regulasi dan Update
diberlakukan Wajib o
Urut | ProdukiJasa/Proses/Slsten Urut J Pemberlakuan SNI secaraw¢  Informasi lainnya
Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi (Desember 2019)
Kompor gas bahan bakar LP{ 18 |* Kompor gas bahan bakar LPG satu 20192020 | Kementerian | Catatan : Revisi Perm
satu tungku dengan sistem dengan sistem pemantik mekanik khusu Perindustrian | pemberlakuan
pemantlk mekanik khusus un usahanikro Peryaratan teknis’ aka
usaha mikro mengacu pada SNI
Catatan : SNI terkini
telah ditetapkan menje
SNI7613:2019
18 | Baja tahan karat 19 | SNI 7840:2012 Baja tahan karat (stain less stwad) dingii 20192020 | Kementerian | Rapat Pembahasan
bentuk lembaran dan gulungan (Bj TK O Perindustrian | Skema Sertifikasi
Tanggal 290 Juli 2019

19 | Tujuh kawat baja tanpa lapis§ 20 | SNI 1154:2016 Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin 20192020 | Kementerian | Catatan : Revisi Perm
dipilin untuk konstruksi beton konstruksi beton pratekan (PC Strang Perindustrian | tetap mengacu pada 9
pratekan (PC Strand/KBjp, P7) yangelah diberlakukar
kawat bajenpa lapisan untuk secara wajib.
konstruksi beton pratekan (P¢
Wire/KBjP)

20 | Kawat baja kuens (quench) 21 | SNI 7701:2016 Kawat baja kuens (quench) temper| 20192020 | Kementerian | Catatan : Revisi Perm
temper untuk konstruksi beto konstruksi beton pratekan (PC ba@IKBjP Perindustrian | tetap mengacu pada S
pratekan (PC bar/KBjP yang telah diberlakuka

secara wajib.

21 | Profil rangka baja ringan 22 | SNI 8399:2017 Profil rangka baja ringan 20192020 | Kementerian |1.Pembahasan Draft

Perindustrian Skema sertifikasi

2019| Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuai




No

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

Rencana Penyusunan

Status Penyusunan

No : , Regulasi Teknis/ Regulasi dan Update
diberlakukan Wajib .
Urut | ProdukiJasa/Proses/Sisten : Pemberlakuan SNI secarawi  Informasi lainnya
Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi (Desember 2019)
tanggal 12
Septembe019
2.FGD Penilaian
Kemampuan LPK
tanggal 4 Desember
2019
22 | Alumunium Foil 23 | SNI 0957:2017 Aluminium Foil 20192020 | Kementerian
Perindustrian
23 | Pakaian bayi 24 | SNI 7617:2013/Amd Tekstil- Persyaratan zat warna azo, § 20192020 | Kementerian | Pembahasan draft
1:2014 formaldehida dan kadegam terekstral Perindustrian | Permen dan Skema :
pada kain, AMANDEMEN 1 April 2019
Catatan : Revisi Perm
tetap mengacu pada §
yang telah diberlakuke
secara wajib.
24 | Kertas Pembentuk Rokok 25 | SNI3755:2019 Kertas Pembentuk Rokok 20192020 | Kementerian
Perindustrian
25 | Peralatan Masakdgkwarajari 26 | SNI8752:2019 Peralatan masalookwanedari logam 20192020 | Kementerian | Usulan Tambahan PN
Logam Perindustrian | (September 2019)
26 | Peralatan Makan dan 27 | SNI 8753:2019 Peralatan Makan dan Perlengkapan 20192020 | Kementerian | Usulan Tambahan PN
Perlengkapan Masak dari Ba| dari Baja Tahan Kdfiattware) Perindustrian | (September 2019)
Tahan Karéflatware)

2019| Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuai




Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Status Penyusunan

No No . . Regulasi dan Update
Urut | ProdukiJasa/Proses/Sistent diberlakukan Wajib Pemberlakuan SNI secaraw¢ Informasi lainnya
Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi (Desember 2019)
27 | Bus Bar Tembaga 28 | SNI 8760:2019 Bus bar tembagaper bus bars) 20192020 | Kementerian | Usulan Tambahan PN
Perindustrian | (September 2019)
Pembahasan Draft
Skema sertifikasi tang
17 Oktober 2019
28 | Baja Lembaran dan Gulungal 29 | SNI3567:2018 Baja Lembaran dan Gulungan Canai| 20192020 | Kementerian | Usulan Tambahan PN
Canai Dingin (Bj.D) (Bj.D) Perindustrian | (September 2019)
Catatan : Revisi Perm
dengan mengacu
pada SNI terkini
29 | Photovoltaics cells assemble{ 30 | SNI IE®G12151:2016 Modul fotovoltaik (FV) terrestialalifikag 20192020 | Kementerian |1.Rapat Skema

modules or made up into pan

desain dan pengesahan jénBagian 1
Persyaratan uji (IEC 6122816, IDT)

Energi dan
Sumber Daya
Mineral

Sertifikasi tanggal 24
Juli 2019, 14 dan 25
26 Sptember 2019.

2. Rapat pembahasan
draft Permen tangge
18, 30 Oktober 201¢

3. Public Hearilyraft
Permen tgl 28
November

4. Proses Notifikasi ke
TBT/WTO
(G/ITBT/N/IDN/226
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Pemberlakuan SNI secara w¢

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

Photovoltaics cells assembley
modules or made up into pan

31

SNI [EC 6124151:2016

Modul fotovoltaik (FV) teréstiahlifikag
desain dan pengesahan jerigagian -1:
Persyaratan khusus untuk pengujian
fotovoltaikFV) silikon kristalin (IEC 612
1:2016, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Rapat Skema
Sertifikasi tanggal 24
Juli 2019, 14 dan 25
26 September 2019

2.Rapat pembahasan
draft Permen tangge
18, 30 Oktober 201¢

3.Public Hearimyraft
Permen tgl 28
November

4.Proses Notifikasi ke

TBT/WTO
(G/TBT/N/IDN/226

Photovoltaics cells assemblef
modules or made up into pan

32

SNI IEG12182:2016

Modul fotovoltaik (FV) terestikalalifikag
desain dan pengesahan jenBagian 2
Prosedur uji (IEC 61212016, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1. Rapat Skema
Sertifikasi tanggal 24
Juli 2019, 14 dan 25
26 Septmber 2019.

2. Rapat pembahasan
draft Permen tangge
18, 30 Oktober 2019

3. Public Hearimyaft
Permen tgl 28
November

4. Proses Notifikasi ke
TBT/WTO
(G/TBT/N/IDN2§
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Pemberlakuan SNI secara w¢

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

30

Luminer Rantai Cahaya

33

SNI'IEC 6052220:2012

LumineBagian 20: Persyaratan khusuy
Rantai Cahaya (IEC 6&528:2010 IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkaji
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Prosepengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

Luminer Lampu Tidur

34

SNI'[EC 6052812:2016

Luminei Bagian -22: Persyaratan khusu
Lampu tidur dipasang pada kotak
instalasi listrik(IEC 60592-12:2013, ID
Eng)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prdegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

31

Sakelar Tunda Waktu

35

SNI [EC 606€3:2012

Sakelar untuk Instalasi Listrik Magun

20192020

Tangga dan SejeHBagian -3: Persyaratg

Kementerian
Energi dan

1. Proses pengkajian

kesiapan Laboratori
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Pemberlakuan SNI secara w¢

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

KhususSakelar Tunda Waktu (IEC &B§
3:2006,IDT)

Sumber Daya
Mineral

dan LSPro

2. Prosepengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

32

Papan Hubung Bagi (PHB)

36

SNI IEC 606202015

Kotak dan selungkup untuk lengkapan
pada instaladlistrik magun untuk rurn
tangga dan sejenBagian 1. Persyara
umum (IEC 60672011, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkaji
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usdan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

Papan Hubung Bagi (PHB)

37

SNI I[EC 60622:2017

Kotak dan selungkup untuk lengkapar
pada instalasi listrik magun rumah tang
sejenis Bagian 22: Persyaratan khusus
kotak dan selungkup hubung (IEC-BB¢

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Prosepengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Pemberlakuan SNI secara w¢

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

2015, IDT)

prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang

Ketenagalistrikan

Papan Hubung Bagi (PHB)

38

SNI IEC 606-243:2012

Kotak darselungkup untuk lengkapan
pada instalasi listrik magun rumah tang
sejenidBagian 23: Persyaratan khusus
kotak dan selungkup lantai (IEC -§
23:2006, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapahaboratoriun
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

33

Konduit

39

SNI'[EC 613862012

Sistem konduit untuk manajemen -
Bagianl: Persyaratan umum (IEC 6]
1:2008, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkaji
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Pemberlakuan SNI secara w¢

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang

Ketenagalistrikan

Konduit

40

SNI'I[EC 613&4:2012

Sistem konduit untuk manajemen kg
Bagian 21: Persyaratan khusuSistem
konduit kaku (IEC 6138008, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

Konduit

41

SNI I[EC 613&2:2012

Sistem konduit untakanajemen kabel
Bagian 22: Persyaratan khusuSistem
konduit semifleksibel (IEC 6232602, D1

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untu
usulan merevisi
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No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Pemberlakuan SNI secara w¢

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang

Ketenagalistrikan

34

Fitting Lampu

42

SNI' [EC 608382017

Berbagai fiting lam@agian 1: Persyara
umum dan penguj{#aC 60838:2016, ID1
Eng)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNIdi bidang
Ketenagalistrikan

Fitting Lampu

43

SNI IEC 608283:2017

Berbagai fiting lampu BagianP&rsyaratg
khusus Fiting lampu untuk lampu LEDQ
berkaki dobel (IEC 66838016, IDT, Eng

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang

2019| Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuai




No
Urut

Produk/Jasa/Proses/Slsten

No
Urut

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan

diberlakukan Wajib

Pemberlakuan SNI secara w¢

Rencana Penyusunan
Regulasi Teknis/

Nomor SNI

Judul SNI

Tahun

Instansi

Status Penyusunan
Regulasi dan Update
Informasi lainnya

(Desember 2019)

Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

35

RCBO

44

SNI I[EC 610492014

Gawai proteksi agisa dengan proteksi 3
lebih terpadu untuk pemakaian rumah
dan sejenis (RCB&gian 1: Aturan Um
(IEC 610069:2012, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pengajuan
prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang
Ketenagalistrikan

RCBO

45

SNI IEC 610@81:2014

Gawai proteksi arus sisa dengan protel
lebih terpadu untuk pemakaian rumah
dan sejenis (RCBORAgian 4: Penerapa
aturan umum untuk RCBO's yang berfu
tergantung dari voltase lin (IEC €1
1:1991, IDT)

20192020

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

1.Proses pengkajian
kesiapan Laboratori
dan LSPro

2.Proses pgajuan

prolegnas ke Biro
Hukum KESDM untt
usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Waijil
SNI di bidang
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Rencana Penyusunan

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan Status Penyusunan

No No . ) Regulasi Teknis/ Regulasi dan Update
diberlakukan Wajib o
Urut | ProdukiJasa/Proses/Slsten Urut J Pemberlakuan SNI secaraw¢  Informasi lainnya
Nomor SNI Judul SNI Tahun Instansi (Desember 2019)
Ketenagalistrikan
RCBO 46 | SNI IEC 610@2:2014 | Gawai proteksi arus sisa dengan protek 20192020 | Kementerian | 1.Proses pengkajian
lebih terpadu untuk pemakaian rumah Energi dan kesiapan Laboratori
dan sejenis (RCBQ'Bpgian 2: Penerapa Sumber Daya | dan LSPro
aturan umum untuk RCBO's yang be Mineral 2.Proses pengajuan
tergantung dari voltase lin (IEC €1 prolegnas ke Biro
2:1991, IDT) Hukum KESDM unty

usulan merevisi
Permen No 2 Tahun
2018 tentang
Pemberlakuan Wajit
SNI di bidang

Ketenagalistrikan
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Lampiran 3.

Daftar Penyelesaian Permasalahan Penerapan Standar Tahun 2019

No No SNI Topik Pengaduan Stakeholder
1. | SNI'ISO 81242010 BAP untuk Dugaan Pencantuman La Kementerian
SNI ISO 81242010 tanda SNI untuk berbagai Merek Pro{ Perdagangan
SNI ISO 81312010 yang tidak sesuai dengan informasi ¢
SNI ISO 81242010 SPPT SNI pada mainan anak
SNI IEG2115:2011

2. | SNI 046292.2.42003 BAP untuk Dugaan Ketidaksesuaian| Kementerian
terhadap SNI unfurkduk Impor yang | Perdagangan
telah memiliki SPPT SNI pada pomp

3. | SNI 1452:2011 BAP untuk Dugaan peredaran tabun¢ Polda Sulteng
LPG tanpa kepemilikan SPPT SNI

4. | SNI 7655:2010 BAP untuk Dugaan pencantuman Pr¢ Polda Jatim
memenuhi SNI takepemilikan SPPT
SNI pada Karet perapailfer seppada
katup tabung LPG

5. | SNI 0387972006 BAP untuk Dugaan Peredaran produ| Polda Sulsel
tanpa label tanda SNI dan bukti
kepemilikan SPPT SNI pada Kloset [

6. | SNI'ISO 81242010 Permohonan Informasi SNI mainan g§ Kementerian

SNIISO 8122:2010 Perindustrian

SNI ISO 81212010

SNI ISO 81242010

SNI IEC 62115:2011

7. | SNI 024592002 Permohonan Informasi SNI untuk sui PT. Sekisui Indonesia

SNI 0224532002 resapan dan Jetr¢The Japan
External Trade
Organization)

8. | SNI 8421:2017 Permohonan Informasi Bahan isolasi PT. Sekisui Indonesia
panas, penyerap suara dan tahan ap dan Jetro (The Japan
mineral wool External Trade

Organization)

9. | Daftar SNI wajib Permohonan Informasi penerapan srj Polda Metro Jaya
secara umum dRdlda Metro Jaya

10. | SNI ISO 78882009 Permohonan Informasi Jarum suntik | PT.Oneject Indonesia
pakai

11. | SNI'ISO 78882009 Permohonan Informasi Peralatan infy PT.TOHRPoint Medical

SNI ISO 85382012 untuk pemakaian medik
SNI 1656542002

12. | Belum tersedia SNI terk Permohonan Informasi produk smart| Importir di DKI Jakarta

produk tersebut

13. | SNI 6128:2015 Permohonan Informasi Beras Mahasiswa Prodi

Magister lImu Hukum
UNPAD
14. | SNI 4074:2017 Permohonan Informasi Detergen Ketua Umum

SNI 4594:2017

Perkumpulan
Perusahaan Perbekal
Kesehatan Rumah
Tangga Indonesia
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No No SNI Topik Pengaduan Stakeholder
(PEKERTI).
15. | SNiI terkait produk food| Permohonan Informasi Penerapan S| PT. Tata Global Sentc
maker, food warmer, bg produk bayi (food maker, food warme
susu dan minumalastik,| botol susu dan minuman plastik, dete
detergen, dot empeng |j dot empeng bayi, shampo)
shampo
16. | IEC 60333-85 untuk Permohonan Infornfabric steambasil| PT.Mago Makmur
Fabric steamer belum | temuan PPNS kemendag tidak mer
diadopsi menjadi SNI. | SNI namun telah ber SPPT SNI
Sedangkan SNI setrika| mencantumkan tanda SNI.
listrik SNI 68292.2.3
2003
17 | SNI 2547:2008 Permohonan Inftasi Meter Air minum| PT. AETRA Tbk.
18 Belum tersedia SNI terk Permohonan Informasi prBdik Manager PT.Mitra Pri
produk tersebut Ethylene foadanAir bubble packaging Sukses Mandiri
19 | SNI produk elektronik | Permohonan Informasi Penerapan S| Direktur PT.Philips
rumah tangga yang ma{ produk elektronik rumah tangga Indonesia Commercia
dalam usuldNRT
2019/2020
20 | SNI IEC 6050B2016 Permohonan Informasi SNI wajib Lur Otella Interiors
SNI 046973.2-2005
SNI IEC 60598.2216
SNI IEC 60598.2316
SNI IEC 60598.2@12
SNI IE®0598.2:8016
21 | SNI 4326:2013 Permohonan Informasi SNI Akiddoto| PT. Motobatt Indones
SNI 0038:2009 Pelumas
SNI 7069.1:2012
SNI 7069.2:2012
SNI 7069.3:2016
SNI 7069.4:2017
SNI 7069.5:2012
SNI 7069.6:2017
SNI 7069.7:2017
22 | Belum tersedia SNI terk Permohonan penjelasan standar pro( PT. Technocrat Viero
produk tersebut untuk palstik sebagai bahan pelengk; Indonesia
pembuatan wire harness untuk segm
otomotif dan elektronik
23 | SNI28032012, Pupuk | PT.ATS Inti Sampae memohon PT.ATS Inti Sampoert
NPK padat tanggapan terhadap ftwenulasi pupuk
anorganik majemuk yang digunakan
sektor perkebunan masuk dalam ling
SNI wajib
24 | Belum tersedia SNI terk Permohonan informasi produk asbak LSPro IGS

produk tersebut

keramik dari pelaku usaha kepada L
IGS untuk disertifikasuseSNI keramik

Tabeklare
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No No SNI Topik Pengaduan Stakeholder
25 | SNI 048981995 Permohonan Kepastian Informasi SN PT. Teco Multiguna
Produk Copper Wire Coated with Elektro
Enamelled tidak termdsugkup SNI
Wajib
26 | SNI IEC 6032521:2010 | Permohonan penjelasan konfirmasi g PT. Perwirabhakti
pemanas cairan untuk mandi apakah Sentrasejahtera
dikenakan SNI wajib
27 | SNI 4326:2013 Permohonan Informasi dan Konfirmal Kuasa Hukum UD.
Standar Nasional Indonesia (SNI) Monas Jaya Motor
28 | SNI IEC 6032521:2010 | Permohonan penjelasan konfirmasi g PT. Thermor Perwira
pemanas cairan untuk mandi apakah Ardha
dikenakan SNI wajib
29 | Daftar SNI terkait Alat | Tanggapan Klarifikasi atas Surat Jaw CV. Trans Aman Lang
evakuasi ddPemadam | terkait Sertifikasi Alat Evakuasi yang
Kebakaran disampaikan Dinas Penanggunalan
Kebakaran dan Penyelamatan Prov [
Jakarta kepada CV. Trans Aman Lar
30 | SNI0141:2009 dan SN| BKH & Partners Lawfirm mengirimkal BKH & Partners Lawfi

01412009/Amd2:2015

perihal Permohonan Penundaan PN}
Produk Pompa Air Sentrifugal untuk
dengan Klien PT.Honda Power Prodl
Productions (HPPP) dan PT. Honda

Product Indonesia (HPPI)
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